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ABSTRAKSI
PENGELOLAAN MUTASI PNS DALAM ERA OTONOMI DAERAH
DILINGKUNGAN PROPINSI SUMATERA UTARA

Nama : Pinta Wildan Adelina

NIM : 041801007

Program Studi : Magister Administrasi Publik
Pembimbing I : Drs. Burhanuddin Harahap,MA
Pembimbing II : Drs. Usman Tarigan

Otonomi daerah di Indonesia beberapa tahun terakhir telah membawa
' perubahan yang signifikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.
Nuansa ini tidak saja dirasakan oleh Pemerintah pusat, namun juga pada level
Pemerintah daerah baik propinsi maupun kabupaten/kota.

Beralihnya sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi yang ditandai
dengan perubahan Undang — Undang No. 22 Tahun 2000 menjadi Undang - Undaﬁé
No 32 Tahun 2004, mengubah sistem pemerintahan dari monolitik sentralistik di
Pemerintah pusat menjadi lokal demokrasi di Pemerintah daerah.

Kenyataan disetiap- daerah tidak selalu mempunyai potensi sumberdaya
manusa yang handal untuk melaksanakan pengembangan daerah dalam bidang
keahlian tertentu yang diperlukan. Sebagai resourses yang dinamis, aktif dan animate,
PNS dapat dikembangakan sekaligus dapat dimobilisasikan. Sehingga makna mutasi
PNS menjadi sangat penting dalam optimalisasi pengembangan daerah pada
pelaksanaan otonomi derah ini.

Makna lebih luas dari mutasi PNS antar daerah selain Distribution of
Resourses adalah sebagai upaya Replacement Resorses untuk mendukung percepatan
pengembangan daerah. Sebagai Institusi pengelola manajemen kepegawaian daerah,
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Propinsi Sumatera Utara telah berupaya untuk
mengakomodasi berbagai hambatan dalam proses mutasi pegawai antar daerah
tersebut dengan langkah - langkah nyata.

Selain itu BKD Propinsi Sumatera Utara melaksanakan antara lain :
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Selain itu BKD Propinsi Sumatera Utara melaksanakan antara lain :
Pertama : terkait dengan SDM pengelola muatasi pegawai dilaksanakan upaya
peningkatan profesionalisme pelayanan, membuat uraian tugas secarajelas, sosialisasi
tugas dan fungsi. Kedua : Terkait dengan mekanisme dan prosedur, diupayakan
langkah penyusunan pedoman kriteria pemindahan pegawai secara jelas.
Ketiga : terkait dengan aspek kerjasama antar daerah secara on line komputer,
membuat jaringan kemitraan dengan stake holder serta menjalun kebersamaan déngan

Pemerintah daerah Kabupaen/Kota.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bergulirnya Otonomi Daerah di Indonesia beberapa tahun terakhir telah
membawa perubahan yang signifikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di
Indonesia. Nuansa ini tidak saja dirasakan oleh Pemerintah Pusat, namun juga
pada level Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Beralihnya
sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi yang ditandai dengan perubahan
UU 22 Tahun 2000 menjadi UU Nomor 32 tahun 2004, mengubah sistem
pemerintahan dari monolitik sentralistik di Pemerintah Pusat menjadi lokal
demokrasi di Pemerintah Daerah (Utomo, 2001). Bertambahnya wewenang
pemerintahan yang diterima Pemerintah Daerah pada satu sisi merupakan suatu
bentuk pemberdayaan Pemerintah Daerah, disisi lain juga menuntut kesiapan dari
Pemerintah Daerah dalam menerima wewenang tersebut. Konsekuensi inipun
harus diterima secara bersama-sama sebagai bentuk kemandirian daerah, bukan
saja kewenangan tapi juga tanggungjawab pengelolaannya.

Berbagai isyu telah menghadang kemandirian daerah untuk dapat
diakomodir dalam pelaksanaan otonomi daerah ini. Bukan saja menyangkut
sumber daya saja, namun secara utuh isyu strategis dalam otonomi daerah ini
adalah menyangkut : Kelembagaan; Sumber Daya Manusia; Net Work Ability;
Lingkungan Kondusif (Sustainable); dan Accountabilitas (Utomo, 2001).

Sumber daya manusia sebagai salah satu isyu strategis Otonomi Daerah
memegang peranan penting dalam upaya mewujudkan kemandirian (iaerah

dengan sifatnya yang dinamis dan aktif. Di dalam pemerintahan, sumber daya
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manusia ini tercermin pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai aparat (aktor)
pelaksana pemerintahan. Sehingga pemberdayaan PNS juga menjadi hal yang
penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pengembangan PNS tidak hanya
terkait dengan organisasi saja tetapi juga harus sampai kepada pengembangan
sebagai individu. Pengembangan PNS erat kaitannya dengan kesempatan untuk
mengaktualisasi diri melalui peningkatan kemampuan intelektual atau skill
maupun kemampuan manajerial. Pada prakteknya hal ini dapat ditunjukan dengan
keikutsertaan PNS dalam pendidikan dan latihan, pembinaan pegawai, serta
mutasi baik mutasi dalam jabatan (promosi dan demosi) maupun mutasi tidak
dalam jabatan (rotasi) antar unit ataupun wilayah kerja.

Isyu strategis dalam otonomi daerah lainnya sebagaimana dikemukakan
oleh Warsito Utomo adalah Net Work Ability. Dalam hal ini kemampuan
kerjasama antar daerah sangat dituntut sebagai upaya pengembangan daerah itu
sendiri agar tidak terkooptasi (terkotak-kotak) pada satu daerahnya saja. Sehingga
pemaknaan otonomi daerah bukan hanya sekedar upaya pengaturan rumah tangga
daerah sendiri secara mutlak terpisah dengan daerah lain, namun lebih luas dan itu
adalah bagaimaha mengembangkan daerah sendiri menggunakan segala potensi
yang ada dengan kerjasama dan peran daerah lain dan atau pemerintah pusat.
Kenyataan yang ada seringkali tidak demikian, dengan pelaksanaan otonomi
daerah, muncul egoisme yang sangat kuat dimana pengembangan daerah tanpa
memperhatikan kepentingan daerah sekitamya (lainnya). Dan pada akhimya
terlihat jelas perkembangan antar daerah yang tidak merata, bahkan terjadi

dikotomi daerah kaya dan miskin maupun daerah maju dan terbelakang
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